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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah swt yang bertujuan untuk 

menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang 

yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu 

akad atau perikatan.  

Pernikahan juga merupakan sebuah komitmen yang serius antar 

pasangan dan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka 

sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Duvall dan 

Miller dalam Sarwono dan Meinarno menjelaskan bahwa pernikahan adalah 

hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk 

melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan 

membangun pembagian peran di antara sesama pasangan
1
.  

Lebih lanjut Abu Zahrah didalam kitabnya al-Aḥwal al-Syakhsiyyah 

yang dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad 

dalam suatu pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya 

melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, di samping itu 

pernikahan juga mempunyai arti saling tolong menolong serta menimbulkan 

hak dan kewajiban di antara keduanya
2
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Selanjutnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa
3
. 

Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi 

pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk 

membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan 

dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk 

mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. 

Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah
4
.” 

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memenuhi beberapa aspek. 

Salah satu aspek untuk membina keluarga yaitu kedewasaan. Kedewasaan 

dalam hal jasmani dan rohani menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan cita-

cita pernikahan. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang kurang memahami 

aspek kedewasan tersebut karena pengaruh lingkungan dan soial di kalangan 

mereka. 

Untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan raḥmah 

yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan 
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undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia 

perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 

berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat 

penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria 

atau pihak wanita
5
. 

Dewasa ini permohonan despensasi nikah, mengalami peningkatan. 

Menurut Ishadi pengajuan dispensasi nikah didominasi pihak perempuan 

yang kebanyakan belum cukup umur, kondisi khusus ini karena hamil 

pranikah.  

Dalam Islam batasan umur yang dianggap sudah mampu untuk 

melangsungkan pernikahan tidak diatur secara spesifik. Meskipun dalam Al-

Quran maupun Hadits Nabi tidak ada petunjuk khusus tentang batas usia 

perkawinan, namun ada ayat Al-Quran yang secara tidak langsung 

mengisyaratkan batas usia tertentu. Yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 

6. 

 

Artinya: Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin
6
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Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu mempunyai 

batas umur dan batas umur itu yaitu baligh
7
. Hal ini senada dengan pendapat 

Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Uts al-Butti bahwa anak kecil 

laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya 

mencapai umur baligh. Jika dibolehkan kawin sebelum mencapai umur 

baligh, maka tidak ada faidahnya ayat ini karena keduanya tidak 

membutuhkan pernikahan pada umur untuk kawin
8

. Jadi laki-laki atau 

perempuan dinilai mampu untuk melangsungkan pernikahan apabila orang 

tersebut dinyatakan sudah baligh dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri. Batasan seorang baligh atau tidaknya dilihat dari tanda-tanda 

biologis dan disesuaikan dari tempat dimana hukum itu ditetapkan. Ibnu 

Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai 

pengaplikasian aṡar yang berisi mengenai masalah ini. Sedangkan 

mengawinkan anak kecil laki-laki adalah ba’il, jika terjadi maka pernikahan 

ini dibatalkan
9
. 

Seorang laki-laki, usia yang dianggap mampu untuk melangsungkan 

pernikahan dan menjalankan rumah tangga pada umumnya dilihat dari 

kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran. Kematangan jasmani dan 

kedewasaan bagi seorang laki-laki bertujuan untuk dapat menjalankan 

fungsinya sebagai suami dalam rumah tangganya. Bagi seorang perempuan 

usia yang menjadi dasar seorang perempuan dianggap layak untuk 
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melangsungkan pernikahan dilihat dari kesiapan secara jasmani. Hal ini 

karena perempuan setelah melangsungkan pernikahan akan terjadi kehamilan. 

Pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat disebabkan 

oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. 

Masalah keagamaan terkait dengan pengamalan keagamaan seseorang, pada 

kalangan yang taat beragama menikah di bawah umur sebagai pilihan untuk 

menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunah Rasul, mengharap 

barokah dan sebagainya
10

. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap 

terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban 

orangtua dan sebagainya. Masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa 

mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin dan sebagainya
11

.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan, pernikahan di bawah umur 

bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan 

di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan 

pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai 

goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut 

belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga 

tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul 

berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum 

siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan 

bermasyarakat, terutama dalam melakukan pembinaan keluarga. 
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Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga juga 

merupakan jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kemakmuran dan 

kesejahteraan suatu bangsa atau sebaliknya kemiskinan dan keterbelakangan 

suatu bangsa adalah cerminan dari keadaan-keadaan keluarga yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat bangsa tersebut.  

 

 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”(QS. At-Tahrim [26]: 6)
12

. 

 

Ayat di atas memerintahkan agar objek kepedulian itu harus diarahkan 

tentang keberagamaan keluarga, tentang program yang mendekatkan kedalam 

surga dan menjauhkan dari neraka. Inilah kelurga ideal dan sukses pada 

kacamata surat Attahrim. Seperti yang dipahami pada pesan kelurga Yaqub as 

kepada seluruh anak-anaknya
13

. 

Untuk melakukan suatu pembinaan dalam keluarga perlu diperhatikan 

aspek agama, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. 

Dalam kehidupan sekarang kematangan seorang untuk membina rumah 

tangga nampaknya agak bergeser dari tujuan yang sesungguhnya. Banyak di 

kalangan masyarakat yang kurang memahami konsep baligh dan batasan usia 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya pernikahan 

yang dilangsungkan tanpa melihat batasan yang telah ditetapkan dalam 

hukum Islam maupun undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. 

Pemahaman dari konsep baligh dan batasan usia sangat penting bagi 

seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan 

keduanya harus sama dalam segi kematangan dan kedewasaan agar tujuan 

dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan raḥmah ini dapat tercapai. Prinsip 

mawaddah wa raḥmah ini adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh 

makhluk lainnya karena perkawinan manusia bertujuan nuntuk mencari ridho 

Allah swt swt di samping tujuan yang sifatnya biologis
14

. Mereka yang 

menikah dibawah ketentuan umur yang telah ditetapkan pemerintah tentu 

tidak dapat begitu saja dapat melangsungkan pernikahan. Ada tahapan khusus 

yang harus ditempuh agar pernikahan mereka legal secara hukum yaitu 

dengan cara mengajukan dispensasi pernikahan kepada pejabat yang 

berwenang
15

. 

Pelaksanaan nikah di bawah umur nampaknya semakin marak 

dilakukan di kalangan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi 

seorang melakukan nikah di bawah umur. Faktor-faktor penyebab terjadinya 

nikah di bawah umur salah satunya yaitu kekhawatiran orang tua terhadap 

hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh 

yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus 

dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga yang anaknya 
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telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau 

keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera 

dikawinkan
16

. 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu 

Kecamatan yang masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Ada 

beberapa cara yang dilakukan masyarakat Kecamatan Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu untuk melakukan pernikahan di bawah umur, yaitu melakukan 

dispensasi nikah agar pernikahannya legal secara hukum. Cara lain yang 

mereka lakukan selain dispensasi nikah yaitu melakukan pernikahan dengan 

memanipulasi umur agar dapat melangsungkan pernikahan.  

Akan tetapi, dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan 

pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu 

tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "mawaddah dan 

rahmah," tidak menjadi keluarga "sakinah", akan tetapi Pernikahan di bawah 

umur di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tidak menutup 

kemungkinan pernikahan yang berujung perceraian, ada juga yang merasa 

bahwa pernikahannya yang baik-baik saja meski kadang ada kesalah 

pahaman. 

Selanjutnya dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. 

Data pernikahan di bawah umur dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1  

Data Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2013-2017 
Tahun Jumlah Nikah Jumlah Pernikahan di Bawah Umur 

2013 327 - 

2014 353 - 

2015 296 1 

2016 302 12 

2017 269  13 
Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pernikahan di bawah umur 

pada Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu mengalami peningkatan 

untuk tiap tahunnya. Kemudian, fakta yang penulis temui di Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan studi pendahuluan, bahwa 

pelaksanaan pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Anak menikah disebabkan hamil di luar nikah 

2. Anak menikah karena putus sekolah 

3. Anak menikah karena tuntutan ekonomi 

4. Anak menikah karena dipaksa
17

 

Berdasarkan dari gejala-gejala di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan studi dengan judul: Dampak Sosial Pernikahan di Bawah 

Umur Terhadap Pembinaan Keluarga di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

B. Definisi Istilah 

1. Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, 

kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif 
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maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan 

sosial
18

. 

2. Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh 

satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 maupun dalam 

komplikasi hukum Islam
19

. 

3. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan 

menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya
20

. 

4. Keluarga adalah adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan
21

. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Masih ada terjadi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Masih ada terjadi pernikahan di bawah umur karena hamil di luar 

nikah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

c. Kurangnya sosialisasi tentang dampak sosial pernikahan di bawah 

umur di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 
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d. Masih ada dampak sosial negatif dari pernikahan di bawah umur di 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

e. Belum maksimalnya pembinaan keluarga di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

f. Kurangnya sosialisasi tentang pembinaan keluarga di Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada: 

Dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap pembinaan keluarga 

di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini 

yang dimaksud orang menikah di bawah umur adalah orang yang 

umurnya sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Apakah yang dimaksud pernikahan di bawah umur di Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu? 

b. Apakah ada pengaruh yang signifikan dampak sosial pernikahan di 

bawah umur terhadap pembinaan keluarga di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak 

dicapai melalui penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dan menganalisa pernikahan di bawah umur di 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh yang signifikan 

dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap pembinaan 

keluarga di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitiannya yaitu sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

data baru yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut 

mengenai hal yang sama dengan lebih mendalam dikemudian hari. 

Dan berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan hukum, khususnya tentang pengaturan mengenai 

bagaimana sebenarnya batasan umur minimal dalam menikah. 

Sebagai bahan masukan untuk mengurangi atau menekan 

pelaksanaan pernikahan di bawah umur mengingat akibat hukum 

dari pelaksanaan pernikahan tersebut terhadap hak-hak anak 

sebagaimana mestinya. Penelitian ini berguna untuk menambah 

khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan 
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masyarakat pada umumnya serta untuk menyelesaikan tugas akhir 

dari perkuliahan, dan memperoleh gelar Magister Hukum Islam. 

b. Secara Praktis 

1) Mampu menelaah secara kritis tentang dampak sosial 

pernikahan di bawah umur terhadap pembinaan keluarga. 

2) Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak 

mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan 

pola pikir masyarakat bagi masyarakat Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu tentang akibat dilaksanakannya 

pernikahan di bawah umur terhadap hak anak. 

3) Dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuwan 

sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran kolektif 

dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan tentang perkawinan. 

4) Menjadi bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai 

dampak sosial dari pernikahan di bawah umur terhadap 

pembinaan keluarga. 

5) Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung 

ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai 

pentingnya ijin perkawinan bagi anak di bawah umur. 

 


